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WALI KOTA BANDUNG 
 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN WALI KOTA BANDUNG 

NOMOR  756 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 1328  

TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALI KOTA BANDUNG, 

Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 

903/3387/SJ, tanggal 30 Mei 2018  hal Pemberiam 

Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas 

yang bersumber dari APBD, Pemerintah Daerah 

segera menyediakan anggaran Tunjangan Hari Raya 

dan Gaji Ketiga Belas dengan cara merubah 

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018 tanpa 

menunggu Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Wali Kota Bandung Nomor 1328 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2018; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

2. Undang-Undang ... 

  SALINAN 

SALINAN 

https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu023.pdf
https://www.bphn.go.id/data/documents/15uu009.pdf
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2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas 

kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau 

Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan 

Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 

Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima 

Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2011 Nomor 310); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 

2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

 

 

 

6. Peraturan Menteri ... 

https://www.bphn.go.id/data/documents/14uu030.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2016pp019.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2018pp018.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2006pmdagri013.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2006pmdagri013.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2011pmdagri021.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2011pmdagri021.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017pmdagri033.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2017pmdagri033.pdf
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 

2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota 

dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 1446) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 

Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 tentang 

Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 120); 

7. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1328 Tahun 

2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 

2017 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 475 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota 

Bandung Nomor 1328 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 

Nomor 22); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 1328 

TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 

ANGGARAN 2018. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung 

Nomor 1328 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 

(Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2017 Nomor 67) yang 

telah diubah dengan dengan Peraturan Wali Kota 

Bandung Nomor 475 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1328 Tahun 

2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Tahun 2018 

Nomor 22), diubah sebagai berikut: 

 

1, Diantara ... 

http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2016pmdagri074.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2016pmdagri074.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2018pmdagri001.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/penelusuran/www/storage/document/2018pmdagri001.pdf
http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/Perwal%20475%20Tahun%202018_13_07_2018_04_26_49.pdf
http://jdih.bandung.go.id/a/file_produk_hukum_perda/Perwal%20475%20Tahun%202018_13_07_2018_04_26_49.pdf
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1.  Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal 

baru yaitu Pasal 1 A, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1 A 

(1) Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan 

Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil Daerah 

(PNSD), pada Tahun Anggaran 2018 diberikan 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang 

dananya dibebankan pada APBD. 

(2) Penghasilan yang menjadi komponen penghitungan 

besaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga 

Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi 

Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pimpinan dan 

Anggota DPRD meliputi: 

a. Gaji pokok/uang representatif; 

b. Tunjangan keluarga; dan  

c. Tunjangan jabatan.   

(3) Penghasilan yang menjadi komponen 

penghitungan besaran Tunjangan Hari Raya dan 

Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), 

meliputi: 

a. Gaji pokok; 

b. Tunjangan keluarga;   

c. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan 

d. Tambahan Penghasilan PNSD/tunjangan 

kinerja. 

(4) Dalam rangka pemberian Tunjangan Hari Raya 

dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dialokasikan pada anggaran Jenis Belanja 

Pegawai objek belanja Gaji dan Tunjangan serta 

objek belanja Tambahan Penghasilan Pegawai 

Negeri Sipil dengan rincian objek belanja 

berkenaan.   

2.  Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 2 

Ringkasan Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 1 A tercantum 

dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 

3. Ketentuan ... 
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3.  Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 3 
Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 dan Pasal 1 A dirinci lebih lanjut 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Wali Kota ini. 

4.  Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 4 

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD yang 
ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota ini dituangkan 

lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan 
Anggaran Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan. 

 
Pasal II 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung. 

 
 

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal  30 Mei 2018 

Pjs. WALI KOTA BANDUNG, 

TTD. 

MUHAMAD SOLIHIN 

 
 

Diundangkan di Bandung 
pada tanggal 30 Mei 2018 

 
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG, 
 

  TTD.  
 

        DADANG SUPRIATNA 

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2018 NOMOR 36 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG, 
 

 
 

 
H. BAMBANG SUHARI, SH 

NIP. 19650715 198603 1 027 
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